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Abstract

The purpose of this legal research is to elaborate and fundamentally explain that, based on Article 7
of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number
PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of
State-Owned Enterprises (SOEs), it is stipulated as follows: Dispute resolution mediated by the
Minister as referred to in paragraph (1) letter b is a final and binding agreement for the relevant
SOE/Subsidiary SOE/Affiliated Company of the SOE. This type of research is normative and
descriptive-analytical, using secondary data collected through library research and processed
qualitatively. The conclusion obtained is that protracted land disputes between two State-Owned
Enterprises can be resolved through mediation facilitated by the Ministry of SOEs as the mediator.
Legal certainty from the implementation of mediation by the Ministry of SOEs, as regulated in
Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023, states that dispute resolution mediated
by the Minister of SOEs constitutes a final and binding agreement for SOEs.

Keywords: Legal Certainty, Mediation, SOEs

Abstrak

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dan
mendasar bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Siginifikan BUMN berbunyi sebagai berikut : Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesepakatan yang bersifat final
dan mengikat bagi BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang
bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis,
menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan
dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa sengketa
pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui
mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN sebagai mediator. Kepastian Hukum dari
pelaksanaan mediasi oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh
Menteri BUMN merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Mediasi, BUMN.
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PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang
sangat penting baik bagi individuy,
masyarakat sebagai kelompok maupun
badan hukum. Hal inilah yang menjadikan
siapapun selalu berusaha untuk memilikinya
dan tetap mempertahankan kepemilikannya
atas tanah, apapun yang terjadi sehingga
tidak jarang menimbulkan konflik atau
sengketa. Sengketa pertanahan dapat terjadi
di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang penyelesaiannya terjadi berlarut-larut.
Sengketa pertanahan antara BUMN dapat
muncul dari berbagai isu, seperti hak atas
tanah, pemanfaatan atau peruntukan tanah
yang tumpang tindih. Permasalahan
semacam seringkali ~ melibatkan
kepentingan strategis dan aset bernilai
tinggi,
memerlukan

ini
sehingga penanganannya
pendekatan yang efektif.
BUMN sebagai lembaga
pemerintah yang membawahi seluruh
BUMN, memiliki peran penting dalam
pengelolaan dan pengaturan operasional
BUMN. Proses mediasi yang dilakukan oleh
Kementerian BUMN akan berhasil apabila
ada itikad baik dari masing-masing BUMN
yang bersengketa untuk kembali kepada
semangat sinergi untuk secara bersama-
sama mewujudkan BUMN sebagai agen
pembangunan  di
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi
pertanyaan penelitian berikut;

Apakah yang menyebabkan terjadinya
sengketa pertanahan antara dua BUMN?
Apakah alternatif yang dapat
dilakukan dalam menyelesaikan sengketa
pertahanan antara BUMN?
Bagaimanakah kepastian hukum
penyelesaian sengketa pertahanan antara
dua BUMN melalui mediasi?

Kementerian

Indonesia untuk

solusi

dua
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METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum

kepustakaan atau data sekunder dengan
bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Adapun pendekatan
penelitian yang dipergunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan
konseptual, pendekatan analitis, pendekatan
kasus dan teknik pengumpulan bahan
hukum dilakukan dengan
mengindentifikasi dan menginventarisasi
aturan hukum positif, literatur buku, jurnal
dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk
teknik analisa bahan hukum dilakukan
dengan penafsiran gramatikal, penafsiran
historis dan penafsiran sistematis, dan

sumber

cara

metode konstruksi hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Penyebab Sengketa Pertanahan Antara
Dua BUMN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
sengketa adalah segala sesuatu yang
menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian, dan perbantahan. Suyud
Margono mengemukakan bahwa
perasaan tidak puas akan muncul ke
apabila terjadi konflik
kepentingan. Proses sengketa terjadi
karena tidak adanya titik temu antara
pihak-pihak yang bersengketa. Secara
potensial, dua pihak yang mempunyai
pendirian atau pendapat yang berbeda
berpotensi beranjak ke situasi sengketa.
Demikian halnya dengan sengketa di
bidang pertanahan, sengketa muncul
akibat adanya perbedaan pendapat atas
kepemilikan objek tanah. Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

permukaan



Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1
angka 1 menyebut
pertanahan adalah sengketa, konflik,
atau perkara tanah yang disampaikan
kepada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Nasional,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional, Kantor Pertanahan
kewenangannya untuk mendapatkan
penanganan dan penyelesaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan pengertian di
atas, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 dengan jelas memberikan
pengertian yang spesifik dan perbedaan
antara sengketa, konflik dan perkara
pertanahan.

Pada awalnya tanah-tanah yang dimiliki
oleh BUMN adalah tanah-tanah milik
penjajah yang telah dinasionalisasikan
oleh Pemerintah dan selanjutnya
diserahkan kepada BUMN untuk dapat
dipergunakan kepentingan
masyarakat. Dalam proses inventarisasi
tanah sebagai aset negara sering terjadi
pencatatan ganda dimana terdapat
BUMN yang sejak awal menguasai objek
tanah tersebut namun terdapat juga
BUMN lainnya yang mengklaim objek
tanah dimaksud karena sebelumnya
telah diserahkan oleh negara namun
karena tidak adanya dokumen data
tanah seperti sekarang ini
terjadilah sengketa antara dua BUMN
dimaksud.

Akar permasalahan sengketa
pertanahan dalam garis besarnya dapat
ditimbulkan oleh hal-hal sebagai
berikut: 1) Konflik kepentingan yaitu
adanya persaingan kepentingan yang
terkait dengan kepentingan substantive,
kepentingan prosedural, maupun

istilah  kasus

Pertanahan

sesuai

Pertanahan

demi

maka
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kepentingan psikologis; 2) Konflik
struktural, yang disebabkan pola
perilaku destruktif, kontrol pemilikan
sumberdaya tidak seimbang; 3) Konfik
nilai, karena perbedaan kriteria yang
digunakan untuk mengevaluasi gagasan
atau perilaku, perbedaan gaya hidup,
ideologi, agama atau kepercayaan; 4)
Konflik hubungan, karena emosi yang
berlebihan, persepsi yang Kkeliru,
komunikasi yang buruk atau salah,
pengulangan perilaku yang negative; 5)
Konflik data, karena informasi yang tidak
lengkap, informasi yang keliru, pendapat
yang berbeda tentang hal-hal yang
relevan, interpretasi data yang berbeda
dan perbedaan prosedur penilaian
Mengacu pada beberapa konflik
pertanahan teraktual yang terjadi
belakangan ini, bahwa penyebab
umum timbulnya konflik pertanahan
dapat dikelompokkan dalam dua
faktor, yaitu faktor hukum dan faktor
non-hukum. Faktor Hukum meliputi
: tumpang-tindih peraturan, regulasi
kurang memadai, tumpang-tindih
peradilan, penyelesaian dan
birokrasi yang berbelit-belit.
Sementara  faktor = non-hukum:
tumpang tindih penggunaan tanah,
tinggi,
kesadaran masyarakat meningkat,
tanah tetap penduduk bertambah
dan kemiskinan.

nilai ekonomis tanah

B. Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa

Pertanahan Antara Dua BUMN

Apapun  yang penyebab
sengketa pertanahan tersebut harus
segera diselesaikan agar tidak terjadi
masalah yang Dberlarut-larut dan
terdapat kepastian hukum atas tanah
sehingga dapat dioptimalkan oleh Pihak
yang berhak atas tanah tersebut. Oleh
karena itu dalam rangka penyelesaian
sengketa di bidang pertanahan ini dapat

menjadi



diselesaikan dengan berbagai pilihan
penyelesaian.

Beberapa cara yang ditempuh dalam
menyelesaikan sengketa pertanahan
adalah:

1) Penyelesaian sengketa di
pengadilan (litigasi). Litigasi
adalah proses penyelesaian
sengketa di pengadilan, dimana
semua pihak yang bersengketa
saling berhadapan satu sama lain
untuk mempertahankan hak-
haknya dimuka pengadilan. Hasil
akhir dari suatu penyelesaian
sengketa melalui litigasi adalah
putusan yang menyatakan win-
lose solution.

2) Penyelesaian sengketa diluar

pengadilan (non-litigasi).

Penyelesaian  sengketa

litigasi dikenal adanya istilah

penyelesaian sengketa alternatif
atau Alternative Dispute

Resolution (ADR). Pasal 1 angka

10 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 199 tentang Arbitrase dan

Alternatif penyelesaian sengketa

menyebutkan: “Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah

lembaga penyelesaian sengketa

atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian diluar
pengadilan dengan
konsultasi, negosiasi,
konsolidasi atau penilaian ahli.
Alternatif penyelesaian sengketa
yang ada sebagaimana diuraikan di
atas, dikembalikan kembali kepada
para pihak yang bersengketa yaitu
atas kesepakatan bersama untuk
memilih cara apa yang tentunya
sama-sama memberikan win-win
solution.  Menurut Folberg dan
Taylor, mediasi adalah suatu proses
dimana para pihak dengan bantuan

non-

cara
mediasi,
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seseorang atau beberapa orang,
secara menyelesaikan
permasalahan yang disengketakan
untuk mencari
mencapai penyelesaian yang dapat
mengakomodasi kebutuhan mereka.
Mediasi sebagai
penyelesaian sengketa menawarkan
cara penyelesaian sengketa yang

sistematis

alternative dan

alternatif

khas, karena prosesnya relatif
sederhana, maka waktunya singkat
dan biaya dapat ditekan.

C. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa

Pertanahan Antara Dua BUMN Melalui
Mediasi

Kepastian hukum merupakan salah satu
prinsip dasar dalam sistem hukum yang
berfungsi untuk memberikan rasa aman
dan kejelasan kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban mereka.
Menurut pendapat Gustav Radbruch
bahwa kepastian hukum adalah salah
satu produk dari hukum atau lebih
khususnya lagi merupakan produk dari
perundang-undangan.
pemikiran Gustav Von Radbruch, bahwa
produk  dari  perundang-undangan
merupakan suatu kepastian hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, istilah

Berdasarkan

mediasi dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan  Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa menyebutkan
bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa
adalah lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli. Khusus
untuk BUMN terdapat regulasi yang
diatur dalam Peraturan Menteri BUMN
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman

Arbitrase  dan

negosiasi,



Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Siginifikan Badan Usaha Milik Negara,
dalam Pasal 7 berbunyi bahwa Menteri
BUMN RUPS/pemegang
saham/pemilik modal dalam rangka
pembinaan BUMN dapat bertindak
sebagai mediator atas permohonan
Direksi BUMN/Anak Perusahaan
BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN
untuk menyelesaikan perselisihan yang
terjadi antar BUMN/Anak Perusahaan
BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
Selanjutnya hasil kesepakatan yang
dimediasi tersebut merupakan
kesepakatan yang bersifat final dan
mengikat bagi BUMN/Perusahaan
BUMN/Anak Terafiliasi
BUMN yang bersangkutan. Oleh karena
itu, masih terdapatnya sengketa
pertanahan antara dua BUMN perlu
menjadi perhatian bagi Kementerian
BUMN karena peraturan perundang-
undangan telah memberikan kepastian

selaku

Perusahaan

hukum dalam penyelesaiannya yaitu
melalui mediasi. Berdasarkan Pasal 43
ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan di atas,
terlihat bahwa apabila terjadi kasus
antara para pihak maka para pihak dapat
memilih  untuk  menyelesaikannya
melalui mediasi. Kemudian lebih lanjut
dalam ayat 2, dapat

inisiatif

mediasi
dilaksanakan oleh dan atas
Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor
Pertanahan
dan/atau atas

sesuai kewenangannya

inisiatif pihak yang

bersengketa; atau perorangan atau
lembaga atas inisiatif pihak yang
bersengketa.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan
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Penyelesaian Kasus Pertanahan
memberikan kebebasan kepada para
pihak yang bersengketa untuk dapat
menyelesaikan kasus melalui mediasi
atas inisiatif dari pihak-pihak yang

bersengkata. Kata “dapat” menunjukkan

adanya suatu pilihan yang tidak
dipaksakan, kembali kepada
kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu, sengketa pertanahan
antara Badan Usaha Milik Negara selain
telah tepat menggunakan mediasi
sebagai upaya untuk menyelesaikan
sengketa pertanahan yang terjadi antara
dua Badan Usaha Milik Negara tersebut,
selanjutnya dalam memutuskan pihak
ketiga yang turut membantu menjadi
mediator kembali kepada kesepakatan
bersama antara dua Badan Usaha Milik
Negara yang Dbersengketa, apakah
menghendaki Menteri BUMN sebagai
mediator sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan
Kegiatan Korporasi Siginifikan Badan
Usaha Milik Negara Badan
Pertanahan Nasional sebagai mediator
sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan.

atau

Pertanahan

KESIMPULAN
Pelaksanaan mediasi guna
menyelesaikan sengketa pertanahan

antara dua Badan Usaha Milik Negara
harus diupayakan melalui Kementerian
yang menaungi Badan Usaha Milik
Negara atau instansi yang ada kaitannya
dengan Badan Usaha Milik Negara
dengan mengedepankan asas keadilan,
kerahasiaan, netralitas, kesukarelaan,
dan win-win solution yang harus selalu



dijunjung tinggi dalam setiap proses
mediasi untuk memastikan bahwa hasil
mediasi menguntungkan semua pihak
dan dapat dijalankan dengan baik tanpa
menimbulkan dampak negatif di masa
depan. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah dan BUMN untuk terus
meningkatkan pemahaman dan
keterampilan dalam  menggunakan
mediasi sebagai metode penyelesaian
sengketa yang dapat menguntungkan
semua pihak yang harus diutamakan
terlebih dahulu. Mediasi yang berujung
pada upaya perdamaian merupakan
upaya untuk meneguhkan kembali nilai-
nilai budaya musyawarah dan mufakat
yang mulai seiring dengan
masuknya peradilan sistem

luntur
model
kolonial.
2.Pelaksanaan mediasi penyelesaian
sengketa pertanahan antara dua Badan
Usaha Milik Negara sudah diakomodir
oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor
2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata
Kelola ~dan  Kegiatan  Korporasi
Siginifikan BUMN bahwa perselisihan
yang dimediasi oleh Menteri BUMN
merupakan kesepakatan yang bersifat
final dan mengikat bagi
BUMN/Perusahaan BUMN/Anak
Terafiliasi Perusahaan BUMN yang
bersangkutan, sehingga sudah ada
kepastian hukum sejak awal. Disamping
itu terdapat Peraturan Menteri Agraria
dan Tata  Ruang/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tahun 2020 Tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan yang dapat
sebagai langkah penyelesaian sengketa
pertanahan. Hasil kesepakatan mediasi
antara dua Badan Usaha Milik Negara
sangat bergantung pada itikad baik
pihak-pihak yang bersengketa dan

Nomor 21

digunakan
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mekanisme  pengawasan  terhadap
pelaksanaan  kesepakatan  mediasi
tersebut.
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